Menimbang

PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/32.00/XI11/2020

a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Utara telah menerima penyampaian laporan pelanggaran
administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : H. MUHAIMIN SYARIF, SE

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan . Wiraswasta/; Calon Bupati Pulau Taliabu
Periode 2020-2025.

Alamat

Nomor

Telp/HP

Nama : SYAFRUDDIN MOHALISI

Umur . 40 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta/ Calon Wakil Bupati Pulau
Taliabu Periode 2020-2025.

Alamat

Nomor

Telp/HP

Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu
Nomo 74/PL.02.3-KPT/03 /8208 / Kab/ IX/ 2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihhan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 tanggal 23
September 2020.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

. MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H.

. DHIMAS PRADANA, S.H., M\.H

. ADV. M. AGUSSALIM IS., SH., S.Pd., MH., CIL.
. ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut.,S.H.,M.H.

. EDI HASIM LA MADU, S.H,.M.H.

. TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H.,M.H.

. SRI WULAN HADJAR, S.H

. ANDI ASMA RISKI AMALIA, S.H.
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Kesemuanya berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/ Penasehat
Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor (Law Office)
MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H & PARTNERS, Alamat : Luwuk
Shopping Mall Lt 2 No 8 Jl. MT Haryono Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah & Desa Bobong, Kec. Taliabu
Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara. email: mailto:
mustakim.ladee@yahoo.com Telp: 082221178805;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/SKH - PILKADA /
LO - MLD/IX/2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai
Pelapor;

Dengan surat laporan tanggal 14 Desember Tahun 2020 telah
diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan ‘nomer
laporan : 01/Reg/L/TSM-PB/32.00/X11/2020 tanggal 18
November 2020;

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara “melalui Mejelis
Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan
terhadap laporan a quo dengan hasil sebagai berikut :
1. Syarat Formil
a. Identitas Pelapor

- Bahwa Pelapor yakni H. MUHAIMIN SYARIF, SE. yang
beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat,
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan
SYAFRUDDIN MOHALISI yang beralamat di Desa Gela,
Kecamata Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu,
Provinsi Maluku Utara untuk keduanya selanjutnya
disebut Pelapor;.

- Bahwa Pelapor berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihhan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor
74 /PL.02.3-KPT/03 /8208 / Kab/ IX/ 2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu
Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 merupakan
Peserta Pemilihan sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu No. 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis,
dan Masif, yang menyatakan bahwa Pelapor dalam
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
terdiri atas :
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a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
da pemilihan setempat; o

b. };:marr:tau Pemilihan yang terakreditasi di KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
cakupan wilayah pemantauannya;

c. Peserta Pemilihan;

d. Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan
kepada KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota; atau

e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kedudukan
hukum Pelapor memenuhi persyaratan sebagai Pelapor
untuk penyampaian laporan a quo;

b. Identitas Terlapor

- Bahwa Terlapor yakni ALIONG MUS yang beralamat di
Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten
Taliabu, Maluku Utara dan RAMLI yang beralamat di
Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten

Taliabu, Maluku Utara untuk selanjutnya keduanya
disebut Terlapor ;

- Bahwa Terlapor berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor
74/PL.02.3-KPT/03 /8208 / Kab/ IX/ 2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihhan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu
Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ditetapkan

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pulau Taliabu;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu No. 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis,
dan Masif, yang menyatakan bahwa Terlapor dalam
penanganan Pelanggaran Administrasij Pemilihan TSM
meliputi :
- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
. Calon Gubernur;
. Calon Wakil Gubernur;

Calon Bupati;
. Calon Wakil Bupati;

. Calon Wali Kota; atay
1. Calon Wakil Walj Kota_;
Bahwa berdasarkan

hukum Terlapor
Terlapor.;

bl = s - B T B > o T o

uraian tersebut diatas, ke

. dudukan
memenuhj persyaratan

sebagai
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c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa Pelapor dalam laporannya menyampaikan
kepada Bawaslu Kabupaten Taliabu pada Tanggal 14
Desember 2020 untuk kemudian diteruskan
berdasarkan Formulir model TSM.GBW-5 Penerusan
Laporan Pelanggaran Administrasi TSM Nomor ;
PM/05.02/351/PT/XII/2020 pada Bawaslu Provinsi
Maluku Utara Tanggal 14 Desember 2020.;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif “Laporan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM_disampaikan
secara langsung oleh Pelapor sejak tahapan penetapan
Peserta Pemilihan sampai dengan  hari pemungutan
suara”;

- Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang
menyatakan tahapan Penetapan Peserta Pemilihan
dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020
sedangkan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan
pada tanggal 9 Desember tahun 2020;

- Bahwa dengan demikian maka, laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan TSM dapat dilaporkan dari
rentang waktu tanggal 23 September 2020 sampai
dengan 9 Desember 2020 ;

- Bahwa oleh karena itu, laporan Pelapor yang
disampaikan pada Bawaslu Kabupaten Taliabu pada
Tanggal 14 Desember 2020 untuk kemudian
diteruskan berdasarkan Formulir model TSM.GBW-5
Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi TSM
Nomor ; PM/05.02/351/PT/XII/2020 pada Bawaslu
Provinsi Maluku Utara Tanggal 14 Desember 2020,
maka terhadap laporan a quo telah melampaui batas
waktu yang ditentukan.;

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan

tidak memenuhi syarat formil.
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2. Syarat Materil

- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya Syarat Formil
Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis,
dan Masif maka Majelis Pemeriksa menilai Syarat
Materil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
TSM tidak perlu lagi dipertimbangkan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu No. 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis,
dan Masif, “Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari
pemungutan suara, lapran Pelanggaran Administrasi
Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilihan
dengan menggunakan mekanisme  penanganan
pelanggaran  Pemilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan” sehingga Laporan a quo
ditindaklanjuti. dengan = menggunakan mekanisme
penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan
Perbawaslu Neo. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil;
2. Syarat Materil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM a
quo tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya
Syarat Formil Laporan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56356)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan
Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1113)

MEMUTUSKAN
Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara 1)
Muksin Amrin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 2)
Aslan Hasan.S.H.,M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 3)
Masita Nawawi Gani, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 4)
Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara,
5) Ikbal Ali, S.P. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pada hari
Selasa, tanggal 22 bulan Desember tahun 2020 dan dibacakan secara terbuka
pada hari Selasa tanggal 22 bulan Desember tahun 2020;

Ketua,
ttd

Muksin Amrin, S.H.,M.H

Anggota Anggota
ttd ttd
Aslan Hasan, S.H.,M.H. Masita Nawawi Gani, S.H.
Anggota Anggota
ttd ttd
Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A. Ikbal Ali, S.P.
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